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BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan di Kota 

Batam, Provinsi Kepulauan Riau telah mewujudkan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP). No. 24 Tahun 

1997. Dasar pemberian hak guna bangunan ini yaitu tanah hak pengelolaan dan 

Otorita Pengembangan Daerah Industri/Otorita Batam sebagai pemegang hak 

pengelolaan yang berwenang dan berkuasa atas seluruh tanah hak pengelolaan di 

Pulau Batam untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah hak 

pengelolaan tersebut. Dasar hukum kewenangan dan kekuasaan Otorita 

Pengembangan Dan Pembangunan Daerah Industri Pulau Batam/Otorita Batam 

yaitu adanya ketetapan pemerintah melalui Keppres No. 41 Tahun 1973 tentang 

Industri Pulau Batam.  

Pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan di Kota 

Batam harus menyesuaikan dengan rekomendasi, surat perjanjian, gambar 

penetapan lokasi, surat pengalokasian tanah serta jangka waktu uang wajib 

tahunan otorita (UWTO). Dokumen tersebut yang dijadikan dasar dalam proses 

permohonan hak atas tanah di atas tanah hak pengelolaan khususnya 

permohonan hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan. Dokumen 

tersebut juga menjadi dasar bagi Kantor Pertanahan Kota Batam dalam 

melakukan proses penetapan hak atas tanah di Kota Batam pada umumnya dan 
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hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan pada khusunya. Keadaan ini 

membuat pelaksanaan administrasi pertanahan di Kota Batam bersifat khusus 

dan sangat berpengaruh pada kegiatan administrasi pertanahan di Kota Batam. 

Walaupun pelaksanaan administrasi pertanahan di Kota Batam bersifat 

khusus dan sangat mempengaruhi kegiatan administrasi pertanahan di Kota 

Batam, pemegang hak atas tanah pada umumnya dan perusahaan industri besar 

sebagai pemegang hak guna bangunan pada khususnya menyatakan bahwa tidak 

pernah terjadi permasalahan hukum dalam melakukan pengurusan, penetapan 

hak dan penerbitan sertipikat. Oleh karena itu kepastian hukum dan perlindungan 

hukum bagi pemegang hak guna bangunan di Kota Batam telah terwujud.  

 

B. Saran-saran  

1. Diharapkan adanya kordinasi yang baik antara Otorita Pengembangan 

Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam) dengan Kantor Badan 

Pertanahan Kota Batam, sehingga masyarakat tidak dirugikan dan kepastian 

hukum hak atas tanahnya terjamin.  

2. Perlu peningkatan kinerja dan sistem informasi yang meliputi segala aspek 

yang terdapat dalam Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam 

(Otorita Batam) sehingga dapat menumbuhkan investasi bagi para investor 

dalam melakukan industri di Kota Batam serta adanya pengawasan terhadap 

pelaksanaan atas hak atas tanah yang timbul dari atau di atas tanah hak 

pengelolaan di seluruh wilayah Kota Batam. 
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3. Dengan pengurusan permohonan hak guna bangunan di atas tanah hak 

pengelolaan yang sangat panjang dan mengeluarkan biaya yang banyak, 

maka perlu dilakukan pembaharuan dalam proses pengurusan yaitu adanya 

sistem pengurusan satu atap (one stop services) yang didalamnya memuat 

Otorita Batam dan Kantor Pertanahan sehingga proses pengurusan 

permohonan hak guna bangunan menjadi lebih cepat, tepat dan murah. 

4. Dengan adanya persyaratan yang ditetapkan oleh Otorita Batam dan Kantor 

Pertanahan Kota Batam, maka perlu adanya kordinasi dan kerjasama yang 

baik antara kedua instansi ini sehingga pengurusan permohonan lebih terarah 

dan tidak menimbulkan persepsi yang membingungkan bagi pemohon hak 

pada umumnya dan perusahaan industri besar sebagai pemohon hak guna 

bangunan pada khususnya. 
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